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PENDAHULUAN

Hukum ptdana fndonesia mengenal beberapa asas. sepertl asas teritorial. asas
nasionalis aktif. asas nasionalis pasif atau asas periindungan dan asas universal.
Sebagaimana hakckat dari sustu asas hukum pada umumnya. asas-asas dari hukum
pidana Indonesia 1tupun dimaksudkan untuk menjadi landasun atau dasar dari
pembentukan maupun mcmperlakukan kaidah hukum pidana atas suatu peristiwa.
Dengan ditetapkannya suatu peristtwa di dalam hukum atau undang-undang pidana.
maka pcristiwa ttu dipandang sebagai peristiwa pidana.

Tampaknya asas-asas dalam hukum pidana Indonesia tersebut juga dianut oleh
seluruh atau scbagian terbesar dari hukum pidana ncpara-ncgara tam di dunia. Jika
benar demikian, dapat dikatakan bahwa asas-asas tersebut merupakan asas-asas
hukum pidana internasional yang berfaku umum. Dihubungkan dengan Pasat 38 ayat
(1) Statuta Mahkanah Intemasional (/aternational Court of Justice’/ICJ). asas-asas
hukum tersebut dapat dikelompokkan ke dalam salah satu sumber hukum intemasional
vaitu “the General Principle of Law Recognized by civilizvd nutions (prinsip-prinsip
hukum umum yang diaku olch bangsa-bangsa beradab)™, atuu kalau dipandang dari
segl  hukum intcmasional positifnya, berlakunya asas-asas hukum pidana
(internasional} yang sccara umum sudah dipraktekkan olch ncgars-nepara dan diakui
scbagai hukum, maka kedudukannya sebagar sumber hukum internasional dalam arti

fortnal dapat dikclompokkan ke dalam hukum kebiasan intermasional.
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Dalam kaitannya denpan pcmbahasan skripsi ini maka perihal pemberlakuan
hukum intemasional (International Criminal Courl/ICC) akan sangat berhubungan
dengan upaya-upaya penegakan imkum nasienal di [ndonesia yang berkaitan dengan
Hak Asasi Manusia ([{AM).

Hak-hak asasi manusia yanp sudah diakui secara universal. idealnya haruslah
dihonnati dan dilindungi oleh semua pihak. batk negara. organisasi internasional antar
pemerintah maupun non pemcrintah. orang perorangan baik secara individual ataupun
kolcktif. [Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal maka hak-hak
asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik
nasional maupun intemasional.

Akan tetapi hal yanp ideal itu tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata
masyarakal. Pelanpparan-pclanggaran atas hak asasi manusia dalam segala bentuk dan
macarnnya, dari tingkatan yang paling 1ingan hingga vang paling berat. hanipir selalu
teitadi di muka bumi ini. Meskipun secara kuantitatif mungkin peristiwa pelanggaran-
pelanggaran iiu hanya sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan peristiwa-
peristiwa penghonnatan dan perlindungan hak asasi manusia. artinya masih lcbih
banyak yang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dibandingkan
dengan yang melangpamya. Nomun peristiwa pelanggaran hukum pada umumnya,
pelanggaran hak asasi manusia pada khususnya sefalu menimbulkan rasa khawatir
bahkan rasa cemas di kalangan masyarakat.

Terlebih-lebih status Mahkamah [nternasional dalam kaitannya dengan

penyelesaian perkara pelanpgparan hak asasi manusia yang melingkupi kajian
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